
BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PEMTURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 6 TAHUN 2OI7

TBNTANG
PBRUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAERAH

TAHUN ANGGAMN 2017

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja
Daerah Tahun Anggaran 2OI7;

1. Pasai 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repr-rblik
Indonesia Tahun 7945;

2. iJndang-Undang Nomor 72 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabr-rpaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih Can Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385i);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AOS tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aaOO\;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (i,embaran Negara



8.

9.

Republik Indonesia Tahurr 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor aa2I);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa3Q;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 50a9);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahttn 20LI tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20LI
Nomor 82, Tarrbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a);

1 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana
tel.rh diubah beberapa kali, terakhir clengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2O0O tentang
Keiudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aO28);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OL2 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 1.7I, Ta.mbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nornor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a575\;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembararn Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201.7 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;



18. Peraturan Pernerintah Nomor B Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a61a);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2OI2 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OtO tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 7L9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

2I. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OLQ tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OI2 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
tel.ah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 586a);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pe,.angkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nonror 5BB7);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OI7 tentang
Hak Keuangan cian Administrasi Pimpinan dan Anggota
DPRD;

26. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang
Tunjangan Tenaga Kependidikan;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2OI7
tentang Pengelompokan Kemampuan I(euangan Daerah
serta Pelaksanaa.n dan Pertanggungjawaban Dana (

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor
1067);

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84lPMK|OTI2OOB
tentarrg Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil



Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri l{euangan Nomor
20 IPMK.OT l2OO9;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber ciari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2016;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6
Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2005 Nomor 2 Seri E);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6
Tahun 2OLO tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OLO
Nomor 1 Seri C);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi
Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2OIO Nomor 2 Seri C);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2
Tahun 2OII tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2O11 Nomor 1 Seri B);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2072
Nomor 1 Seri C);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13
Tahun 2Ot2 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OI2 Nomor 2 Seri
C), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 20 16 Nomor 6);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 74
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OI2 Nomor 3 Seri
C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 5);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekatsan Nomor 15
Tahun 2OI2 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012
Nomor 4 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun



2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2016 Nomor 13);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14
Tahun 20i3 tenlang Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pa,nekasan Tahun 2013 Nomor 17);

43. Peraturan Daerah Kabupaten. Pamekasan Nomor 2I
Tahun 2073 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2OI3-2O18 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 18);

44. Pe;aturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Dana Cadangan
Pemilihan Umurn Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2OIB
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OI4
Nomor B);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9
Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016
Nomor lal;

46. Peraturan Daerzrh Kabupaten Pamekasan Nomor 2
Tahun 2OI5 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Daerah Ke Dalam Modal PT. Bank Perkreditan Rakyat
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015
Nomor 8);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 17 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 20 16 Nomor 10);

49. Peratul"an Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4
Tahun 2Ol7 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2Q16 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2OI7 Nomor 4);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5
Tahun 2OI7 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OI7
Nomor 5);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Mene tapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang semula
berjurnlah Rp. 1.904,556.486.048,00 bertambah sejumlah Rp. 133,555.732.36i,00
sehingga menjadi Rp. 2.038.1I2,218.409,00 dengan rincian sebagai berikut :

1, Pendapatan Daerah
a. Semula Rp. 1 .772.590.287 .770,00
b, Bertambah...... .. Bp. 85.7A2,870.754,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1,858.293.158.524,00

2. Belanja Daerah
a. Semula Rp. 1.904.556.486.048,00
b. Bertambah...... Rp. 133.555.732.361,00
Jumlah Belanja Seteiah Perubahan . Rp. 2.038. 1 12.218.409.00
Defisit Setelah Perubahan (Rp. t79.819.059.885,00)

3, Pembiayaan Daerah :

a, Penerimaan
1) Semula Rp. 150.466.198.278,00
2) Bertambah...,,. Rp. 47.852.861.607,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan .. Rp. 198.319.059.885,00

b. Pengeluaran
1) Semula Rp. i8.500.000.000,00
2) Bertambah....... Rp, 0,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp, 18,500.000.090.,00
Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 179.819.059.885,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp.

Pasal 2
(l) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

0,00

a. Pendapatan Asli Daerah
1) Semuia Rp. 146.869.700.250,00
2\ Bertambah........ 88.J3.U6.263.134,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Setelah Perubahan.,..... Rp. 220.745.963.384,00

atau 1 I,BB% dari total pendapatan daerah.

b. Dana perimbangan
1) Semula Rp.1.338.807.855.000,00
2) Bertambah,.. .. Rp. 18.743.190.000,00
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan .. Rp. 1.357.551.055.000,00

atau 73,05% dari total pendapatan daerah.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1) Semula Rp. 286.912,722.520,00
2\ Berkurang .. Rp. (6,916.582.380,00)



Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Setelah Perubahan Rp. 279.996.140.140,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas
jenis pendapatan :

a. Pajak daerah
1) Semula Rp. 20.594.033.596,00
2) Bertambah.. Rp. 5.374.750.000,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubatran Rp.

Retribusi daerah
1) Semula Rp. 13.269.273.078,00
2) Bertambah...... .. Rp. 1.335.649,700.00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1) Semula Rp. LB47.294.966,00

25.968.783.596,00

14.601.922.778,00

2) Bertambah....., Bp, 2t.654.411,00

b,

Jumlah Hasil Pengeloiaan Kekayaan Setelah Perubahan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula
2) Bertambah..
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah Setelah Perubahan.... .. Rp.

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pendapatan :

a, Bagi Hasil Pajak I Bagi Hasil Bukan Pajak
1) Semula
2) Berkurang.,.
Jumlah Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan
Pajak Setelah Perubahan

b. Dana Alokasi Umum (DAU)
l) Semula
2) Berkurs.rrg...
Jumiah Dana Alokasi Umum Setelah
Perubahan

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

1) Semula
2) Bertambah.....,
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah
Perubahan Rp. 417 .063.173.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

terdiri atas jenis pendapatan:
a. Pendapatan Hibah

1) Semula
2) Bertambah.......
Jumiah Pendapatan hibah Setelah

b, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
i) Semula
2) Berkurang

Rp. 2.929.310.000,00
0.00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah lainnya Setelah Perubahan Rp.

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
60.927 .638.140,00

1) Semula Rp. 162.153.592.000,00
2) Bertambah....... Rp. _ _ 0,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 162.153.592.000,00

d. Banruan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
i) Semula ,. Rp. 53.740.500,000,00

Rp.
Rp.

Rp. 1.868.949 ,377 ,00

111.159.098.610,00
67 .r44.209.023,00

178.303,307,633,00
huruf b terdiri atas jenis

98,7 i 1.318.000,00
(6.00c,.000.c00,00)

Rp.

Rp.

92.7t1.318.000,00

862.935.567.000,00
(15.159.003.000,00)

847 ,77 6,564.000,00

377 .160,980.000,00
39.902.193.000,00

Rp,
Perubahan.,.......Rp. 2.929.310.000,00
dan Pemerintah Daerah lainnya

Rp. 68.089.320.520,00

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.
Rp.



2) Bertambah,.... Rp. 2a5.100.000.00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
Setelah Perubahan Rp. 53.985.600.000,00

Pasal 3
(i) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula Rp. 1.118.047.653.798,00
2\ Berkurans Rp. (30.88%L01.7a7,6!)
Jumlah Belanja Tidal< Langsung Setelah Perubahan Rp, 1,087.158.452.050,40

b. Belanja Langsung
1) Semula Rp. 7E6,508.832.250,00
2\ Bertambah......, )ah.... Rp, i5{.aa4.93a.108,60
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan..........Rp. 950,953.766.358,60

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas
jenis belanja :

a, Belanja Pegawai
1) Semula .. Rp. 760.337.404.058,00
2) Berkurang Rp. (407.425.628,60)

Jumlah Beianja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 759.929,978.429,40
b, Belanja Hibah

1) Semula Rp. 72.017.304.730,00
2) Berkurang.... Rp. (20.85a.112.230,Q9)
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 51.162,892.500,00

c. Belanja Bantuan Sosial
1) Semula Rp, 10.076.220.000,00
2) Berkurang Rp. (51a.907.0Q0,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosiai Setelah Perubahan...... Rp. 9.561.313,000,00

d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
1) Semula Rp. 4.192.588,010,00
2) Bertambah... Rp. _,2,106.700.41_1,09
Jumlah Bagi Hasil Kepada
Provinsi/ Kabupaten I Kola
dan Pemerintahan Desa, .. .,,,,,Rp. 6.299.288,42I,00

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/l(ota dan Pemerintah
Desa
1) Semula Rp. 268.663.880.000,00
2) Berkurang.... Rp, (14.258.900.300,00)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan Rp. 254.404,979,700,00

F. Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp. 2.760.257,000,00
2l Bertambah....,. Rp. .9.039.7a3.0Q9,09
.Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan.. .,....Rp 5.800.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis
belanja :

a, Belanja Pegawai
1) Semula Rp. 34.991.92L325,A0
2) Bertambah.... Rp._ 4.717.492.095,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan .....Rp. 39.709.413.420,00

b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula Rp, 310. 197.991.658,00
2) Bertambah.. Rp. 101.980,560.317,60



Jum1ahBe1anjaBarangdanJaffi'Rp'4I2,I78,551'975,60
c. Belanja modal

1) Semula Rp. 44L318.919.267,00
2) Bertambah..,.... Rp. J7.745.88!696,0_0
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp, a99.065.800.963,00

Pasal 4
(l) Pembiayaan Daerah seb*gaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. Penerimaan
1) Semuia Rp. i50.466.198,278,00
2) Bertambah.,.... Rp. 47.852.861.607,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 198,319.059.885,00

b. Pengeluaran
1) Semuia Rp. 18.500.000.000,00
2) Bertambah,...... Rp. 0,00
Jumlah Pengeiuaran Setelah Perubahan ....,,..Rp. 18.500.000"000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis
pembiayaan :

a, SiLPA tahun anggaran sebelumnya
1) Semula Rp. 129.466.198.278,00
2) Bertambah....... Rp. 68.852.861.607,00
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebeiumnya
Setelah Perubahan Rp, 198,319.059.885,00

b. Pencairan Dana Cadangan
1) Semula Rp. 21.000.000.000,00
2) Berkurang Rp. (21.000.000.000,00)
Jumlah Pencairan Dana Cadangan
Setelah Perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis
pembiayaan :

a, Pembentukan Dana Cadangan
l) Semula Rp. 5.000.000.000,00
2) Bertambah.. ,. !p. 0.00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan

Setelah Perubahan Rp. 5.000.000,000,00
b. Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah

1) Semula Rp, 13.500.000.000,00
2) Bertambah........ Bp. 0,00
Jumlah Penyertaan Modal Investasi
Pemerintah Daerah Setelah Perubahan Rp. 13,500.000.000,00

Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah sebagaimana
climaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas :

a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah

dan Organisasi;
c, Lampiran ill Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Si(PD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahaan Belanja menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
c, Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;



f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan

peraturan daerah;
h, iampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun Anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun angga.ran ini; dan

i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Br,ipati menetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
'l'ahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Deierah ini.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkart,
Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya daiam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
padLlanggal 13 Nopember 20L7

Diundangkan di Pamekasan,
pada tanggal 13 Nopember 2017

N,
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